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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, serta berdasarkan 

hasil penelitian yang telah penulis lakukan di LP Kelas II.A Ambarawa, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Alasan narapidana untuk mendapatkan premi dalam proses 

pelatihan kerja di unit usaha karena pada dasarnya semua manusia 

sama dimata hukum (equality before the law) tidak lepas 

narapidana. Walaupun narapidana itu adalah orang terhukum, 

namun status tersebut tidak serta merta mencabut haknya sebagai 

manusia, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 

manusia berdasarkan keadilan sosial yang telah dianut dalam 

Pancasila serta keadilan menurut Aristoteles yang menyatakan 

bahwa semua orang sederajat di depan hukum dan berikan kepada 

setiap orang apa yang menjadi haknya. oleh sebab itu narapidana 

memiliki hak asasi yang harus dipertahankan selama ia tinggal di 

LP seperti yang telah diatur dalam berbagai macam peraturan 

perundang-undangan, lebih khusus diatur dalam Pasal 14 huruf g 

Undang-undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Jo 

Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerinta Nomor. 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan.  

2. Peraturan tentang hak narapidana atas premi yang seharusnya 

dirumuskan, antara lain;  

a. Sanksi yang dapat diberikan kepada petugas yang tidak 

memberikan premi kepada narapidana yang melakukan 

latihan kerja di LP Kelas II.A Ambarawa. 
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b. Peraturan yang mengatur tentang kesenjangan antara unit 

usaha agar dapat meminimalisir gap yang terjadi antara unit 

usaha. 

c.  Peraturan yang mengatur tentang alokasi dana dari 

pemerintah yang lebih besar kepada pihak LP.  

d. Peraturan yang mengatur tentang sistim rekruitmen pegawai 

LP. Serta penambahan petugas LP  

         

B. Saran 

 

Politik hukum pidana terhadap  realisasi pemberian premi sebagai 

hak narapidana yang mengikuti pelatihan kerja di LP Kelas II.A 

Ambarawa 

1. Perlu ada pembahasan dan perhatian khusus baik dari pihak LP 

Kelas II.A Ambarawa, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan 

Pemerintah Daerah terkait agar dapat menyediakan lahan dalam 

upaya penambahan ruangan LP, tetapi akan lebih baik untuk 

menyediakan lahan sebesar-besarnya agar dapat membangun LP 

baru, mengingat LP Kelas II.A Ambarawa yang sekarang dihuni 

merupakan gedung hasil pewarisan dari penjajahan Belanda, yang 

minim akan pagar pengamanannya, kualias dinding tembok yang 

telah rapuh serta belum ada pos jaga bertingkat di masing-masing 

sudut LP Kelas II.A Ambarawa. 

2. Perlunya rekruitmen tenaga kerja yang berkompetentensi di LP 

Kelas II.A Ambarawa, agar dapat menempati struktur organisasi 

yang telah ada, lebih khusus petugas pengawas aktifitas pelatihan 

kerja di Seksi Kegiatan Kerja. 

3. Harus ada upaya lebih untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

ketiga, agar pemenuhan akan hak narapidana untuk memperoleh 

premi atas pelatihan kerja di LP Kelas II.A Amabarawa dapat 

terealisasi secara optimal. 
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4. Perlunya sosialisasi tentang hak-hak narapidana lebih khusus hak 

narapidana untuk mendapatkan premi serta pelatihan atau 

penyuluhan tentang pelatihan kerja dengan mendatangkan pihak 

yang ahli di bidang unit-unit usaha yang dibutuhkan. 

5. Hal yang paling fundamental adalah alokasi dana yang lebih 

kepada tiap-tiap unit usaha agar dengan begitu, narapidana dapat 

menghasilkan hasil karya yang inovatif serta menarik. 

6. Menciptakan peluang pasar bagi produk barang dan jasa hasil 

produksi narapidana. 

7. Perlunya tanggungjawab moral dari hakim pengawas dan pengamat 

dalam mengikuti dan melindungi hak-hak narapidana di dalam LP, 

termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan premi 

yang sedang melakukan latihan kerja di unit-unit usaha di LP Kelas 

II.A Ambarawa. 
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